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PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna memiliki sistem hukum yang dirancang untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Sumber
utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, memberikan prinsip-prinsip dasar yang
menjadi pedoman dalam menetapkan hukum. Namun, perkembangan zaman yang ditandai
dengan kemajuan teknologi, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya telah melahirkan
berbagai persoalan baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Kondisi ini menuntut
adanya metodologi yang mampu menjembatani antara teks syariat dengan realitas kehidupan
yang terus berkembang. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan oleh para ulama
kontemporer adalah waqasid al-syari‘ab, yaitu kajian mengenai tujuan, hikmah, dan maksud
yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam setiap ketentuan hukumnya (Fajri, 2022).

Magasid al-syari‘ah tidak hanya dipahami sebagai tujuan akhir dari hukum Islam, tetapi
juga berkembang menjadi metodologi dalam proses istinbat hukum. Melalui pendekatan ini,
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penetapan hukum tidak semata-mata berorientasi pada aspek tekstual, melainkan juga
mempertimbangkan nilai kemaslahatan yang terkandung di balik suatu ketentuan syariat. Para
ulama menjelaskan bahwa tujuan utama syatiat adalah menjaga agama (héfz al-din), jiwa (hifz
al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima aspek tersebut
menjadi landasan dalam merespons berbagai persoalan kontemporer sehingga hukum Islam
tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern (Farikhin, 2023;
Hasbulloh, 2023).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqasid al-syariah memiliki
peran penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. (Hasbulloh dkk. 2023)
menjelaskan bahwa teori maqasid al-syari‘ah berfungsi sebagai instrumen untuk memahami
tujuan hukum sehingga proses penetapan hukum dapat dilakukan secara lebih komprehensif
dan kontekstual. Sementara itu, (Fajri, 2022) menegaskan bahwa maqasid al-syari‘ah dapat
digunakan sebagai pendekatan analitis dalam menjawab problematika hukum Islam yang
muncul akibat perubahan zaman. Penelitian terbaru oleh (Al Layyinah, 2025) juga
menunjukkan bahwa integrasi magasid al-syari‘ah dengan metode ijtihad mampu menghasilkan
hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial serta berorientasi pada kemaslahatan
umat.

Meskipun demikian, sebagian kajian masih membahas maqasid al-syari‘ah sebatas
sebagai tujuan hukum dan belum menguraikannya secara mendalam sebagai metodologi
penetapan hukum Islam. Padahal, perkembangan berbagai isu kontemporer seperti ekonomi
syariah digital, bioetika, kecerdasan buatan, dan hukum keluarga modern membutuhkan
pendekatan hukum yang tidak hanya berlandaskan teks, tetapi juga mempertimbangkan
tujuan syariat secara menyeluruh. Oleh karena itu, kajian mengenai maqasid al-syari‘ah
sebagai metodologi penetapan hukum Islam menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana
prinsip-prinsip kemaslahatan dapat diterapkan dalam proses ijtthad dan pengambilan
keputusan hukum pada era modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pembahasan magasid al-
syari‘ah sebagal metodologi penetapan hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan
konsep dasar wmaqasid al-syari‘ah, kedudukannya dalam proses istinbat hukum, serta
relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer. Dengan demikian,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai
pentingnya pendekatan waqaSid al-syari‘ah dalam menjaga fleksibilitas, dinamika, dan
kemaslahatan hukum Islam di tengah perkembangan zaman.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji magasid al-syari‘ah dari berbagai perspektif,
masih terdapat sejumlah kesenjangan penelitian yang perlu mendapat perhatian. Pertama,
sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada pembahasan konseptual mengenai
definisi, sejarah perkembangan, dan Klasifikasi waqgaSid —al-syari‘ah, sehingga belum
memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai penerapannya sebagai metodologi
penetapan hukum Islam dalam menghadapi persoalan kontemporer (Farikhin et al, 2023).
Kedua, penelitian yang membahas implementasi maqasid al-syariah umumnya hanya
terfokus pada bidang tertentu, seperti ekonomi syariah, hukum keluarga, atau keuangan
Islam, sehingga belum menggambarkan relevansinya secara menyeluruh dalam berbagai
bidang kehidupan modern (Hasbulloh, 2023).

Selain itu, sebagian kajian masih menempatkan mwaqaSid al-syari‘ah sebagai pelengkap
metode istinbat hukum yang sudah ada, bukan sebagai kerangka metodologis yang dapat
digunakan secara sistematis dalam proses penetapan hukum. Akibatnya, belum banyak
penelitian yang menjelaskan hubungan antara prinsip-prinsip magasid al-syari‘ah dengan
metode ijtthad kontemporer dalam menghasilkan keputusan hukum yang responsif terhadap
perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Padahal, kemunculan isu-isu baru seperti
transaksi digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence), fintech syariah, bioetika, dan
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petlindungan data pribadi memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya tekstual tetapi
juga berorientasi pada tujuan syariat (Fajri, 2022).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian
dengan menganalisis maqgasid al-syari‘ah sebagai metodologi penetapan hukum Islam secara
komprehensif. Penelitian ini tidak hanya membahas konsep dan kedudukan magasid al-syari‘ah
dalam hukum Islam, tetapi juga menjelaskan mekanisme penerapannya dalam proses istinbat
hukum serta relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer. Dengan
demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam
pengembangan metodologi hukum Islam yang lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi
pada kemaslahatan umat.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (/brary research) dengan
pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang
relevan dengan kajian waqaSid al-syari‘ah, seperti artikel jurnal, buku, prosiding, serta dokumen
akademik lainnya. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep,
kedudukan, dan penerapan magasid al-syari‘ah sebagai metodologi penetapan hukum Islam.
Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang
komprehensif mengenai peran magasid al-syari'ah dalam proses istinbat hukum. Desain
penelitian yang digunakan adalah studi literatur (/iterature review) yang bertujuan untuk
mengidentifikasi, mengkaji, dan mensintesis berbagai pemikiran ulama klasik maupun
kontemporer terkait konsep magasid al-syari‘ah serta relevansinya dalam menjawab berbagai
persoalan hukum Islam kontemporer.

Subjek penelitian berupa literatur dan dokumen ilmiah yang membahas wagaSid al-
syari‘ah, baik dari aspek teoritis maupun implementatif. Kajian difokuskan pada konsep dasar
magqasid al-syari‘ah, tingkatan kemaslahatan (daririyyat, hajiyyat, dan tahsiiyyat), lima tujuan
pokok syatiat (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal), serta penerapannya
dalam metodologi penetapan hukum Islam. Sumber data primer berupa artikel jurnal ilmiah
yang membahas wmagasid al-syari‘ah dan hukum Islam, sedangkan sumber data sekunder
berupa buku, prosiding, hasil seminar, dan referensi akademik lainnya yang relevan dengan
topik penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri (human
instrument) dengan bantuan lembar dokumentasi dan kartu data untuk mengidentifikasi,
mengelompokkan, serta mencatat informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.
Pengumpulan data  dilakukan melalui  teknik dokumentasi dengan menelaah,
menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis). Data yang diperoleh
dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan
kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama magasid al-
syari'ah, mengkaji kedudukannya dalam ushul fikih, serta menelaah implementasinya dalam
proses penetapan hukum Islam pada berbagai isu kontemporer, seperti ekonomi syariah,
hukum keluarga, kesehatan, teknologi digital, dan kehidupan sosial masyarakat. Hasil analisis
kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif
mengenai kontribusi maqasid al-syari‘ah sebagai metodologi penetapan hukum Islam yang
berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan relevansi hukum terhadap dinamika
perkembangan zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil studi kepustakaan terhadap berbagai literatur mengenai waqadsid al-
syari‘ah, ditemukan bahwa konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai tujuan hukum Islam,
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tetapi juga sebagai metodologi dalam proses penetapan hukum Islam. Kajian menunjukkan
bahwa magasid al-syari‘ah menjadi instrumen penting dalam menjembatani antara teks syariat
(nash) dan realitas sosial yang terus berkembang. Dalam konteks hukum Islam kontemporer,
pendekatan maqasid memungkinkan para mujtahid untuk memahami tujuan utama syariat
sehingga hukum yang dihasilkan tetap relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan baru
yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qut'an dan hadis. Temuan ini sejalan dengan
penelitian (Farikhin dkk. 2023) yang menyatakan bahwa magasid al-syari‘ah merupakan
kerangka teoritis yang berorientasi pada kemaslahatan dalam pengembangan hukum Islam
kontemporer.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dasar normatif wagasid al-syari‘ah bersumber
dari Al-Qur’an, hadis, dan praktik ijtihad para sahabat. Prinsip utama yang menjadi fondasi
maqasid adalah mewujudkan kemaslahatan (jalb al-masalih) dan mencegah kerusakan (dar’
al-mafasid). Tujuan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok
kehidupan manusia (a/-daririyyat al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa para ulama membagi kebutuhan manusia ke
dalam tiga tingkatan, yaitu daririyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiiyyat (tersier), yang
menjadi dasar dalam menentukan prioritas hukum Islam.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa pendekatan magasid al-syari‘ah telah banyak
digunakan dalam penyelesaian berbagai persoalan kontemporer, seperti ekonomi syariah,
transaksi digital, fintech, kesehatan, hukum keluarga, dan teknologi informasi. Melalui
pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga
mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian,
maqasid al-syari‘ah memiliki peran strategis dalam menjaga fleksibilitas dan dinamika hukum
Islam di tengah perkembangan zaman.

Pembahasan

1. Konsep Maqasid al-Syari‘ah sebagai Metodologi Penetapan Hukum Islam
Secara terminologis, magqasid al-syari‘ah adalah tujuan, hikmah, dan maksud yang

hendak dicapai oleh Allah Swt. melalui penetapan hukum-hukum syariat. Konsep ini

berkembang menjadi salah satu metode penting dalam kajian ushul fikih karena memberikan

pemahaman yang lebih mendalam terhadap substansi hukum Islam. Menurut Jasser Auda,

maqasid al-syari‘ah tidak hanya dipahami sebagai tujuan akhir syariat, tetapi juga sebagai

pendekatan sistemik dalam memahami hukum Islam secara komprehensif.

Landasan filosofis maqasid al-syari‘ah dapat ditemukan dalam firman Allah Swt.:

el &5 9 BEL e
"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi
seluruh alam." (QS. Al-Anbiya’ [21]: 107)
Ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh syariat Islam bertujuan menghadirkan rahmat,
kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi umat manusia. Oleh karena itu, setiap proses penetapan
hukum harus memperhatikan tujuan syariat agar tidak bertentangan dengan prinsip
kemaslahatan (Hasbulloh, 2023).
2. Dasar-Dasar Maqasid al-Syari‘ah dalam Penetapan Hukum Islam

Konsep maqasid al-syari‘ah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur’an dan hadis.
Salah satu prinsip utama syariat adalah memberikan kemudahan kepada manusia
sebagaimana firman Allah Swt.:

sl 85 80,3V 7l 45 Al o
"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS.
Al-Baqarah [2]: 185)
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Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan syariat bukanlah menciptakan kesulitan,
melainkan memberikan kemudahan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Prinsip
ini menjadi dasar lahirnya berbagai bentuk rukhsah (keringanan hukum) dalam Islam.

Selain itu, Rasulullah saw. bersabda:

e Y3555
"Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain."
(HR. Ibn Majah)
Hadis tersebut menjadi fondasi penting dalam pengembangan berbagai kaidah fikih yang
berorientasi pada pencegahan kemudaratan. Oleh karena itu, setiap penetapan hukum harus
mempertimbangkan manfaat dan mudarat yang mungkin ditimbulkan bagi masyarakat (Al
Layyinah, 2025).

3. Tujuan Utama Maqasid al-Syari‘ah dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat
Para ulama menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima kebutuhan
pokok manusia (a/-daririyyat al-khams), yaitu:
a. Menjaga Agama (Hifz al-Din)
Pemeliharaan agama dilakukan melalui kewajiban ibadah, pendidikan agama, dan
dakwah. Allah Swt. berfirman:

093933 Y] 5udYy 2l EALE g
"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."
(QS. Adz-Dzariyat [51]: 56)
b. Menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs)
Islam melindungi hak hidup manusia dan melarang segala bentuk tindakan yang
mengancam keselamatan jiwa.

Gz @ OE dul §)« (el 15255 Y5
"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang
kepadamu." (QS. An-Nisa’ [4]: 29)
¢. Menjaga Akal (Hifz al-‘Agql)

Akal merupakan instrumen utama manusia dalam memahami syariat. Oleh karena
itu, Islam melarang segala sesuatu yang dapat merusak fungsi akal, seperti minuman keras
dan narkotika.

Allah Swt. berfirman:

Hlass Y61
"Maka apakah kamu tidak berpikir?" (QS. Al-Baqatrah [2]: 44)

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya penggunaan akal dalam memahami berbagai
fenomena kehidupan. Untuk menjaga akal, Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu dan
melarang segala sesuatu yang dapat merusak fungsi akal, seperti minuman keras, narkotika,
dan zat-zat adiktif lainnya.

Dalam konteks kontemporer, hifz al-‘ag/ tidak hanya berkaitan dengan larangan
mengonsumsi zat berbahaya, tetapi juga mencakup pengembangan sistem pendidikan yang
berkualitas, peningkatan literasi digital, serta perlindungan masyarakat dari informasi palsu
(hoax), ujaran kebencian, dan konten negatif yang dapat merusak pola pikir generasi muda.
Dengan demikian, perlindungan terhadap akal menjadi fondasi penting dalam membangun
masyarakat yang berilmu, kritis, dan beradab (Cahyadi, 2024).

d. Menjaga Keturunan (Hifz a/-Nasl)
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Keturunan merupakan salah satu unsur penting dalam keberlangsungan kehidupan
manusia. Oleh karena itu, Islam menetapkan berbagai aturan yang bertujuan menjaga
kehormatan keluarga dan keberlanjutan generasi. Syariat mensyariatkan pernikahan sebagai
sarana yang sah untuk membangun keluarga dan memperoleh keturunan yang berkualitas.
Allah Swt. berfirman: ) ) )

] 155800 31551 Sl s 680 15 O T 503

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-
pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya." (QS. Ar-Ram [30]:
21)

Dalam rangka menjaga keturunan, Islam melarang zina, pergaulan bebas, eksploitasi
seksual, serta segala bentuk perilaku yang dapat merusak institusi keluarga. Selain itu, Islam
juga mengatur hak dan kewajiban dalam keluarga, pendidikan anak, serta perlindungan
terhadap perempuan dan anak.

Pada era modern, hifz al-nasl menjadi dasar dalam pembahasan hukum terkait
reproduksi berbantu, bayi tabung, adopsi, perlindungan anak, pencegahan kekerasan dalam
rumah tangga, dan berbagai isu keluarga lainnya. Semua kebijakan tersebut diarahkan untuk
menjaga kualitas generasi serta menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera (Farikhin,
2023).

e. Menjaga Harta (Hifz al-Mal)

Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang berfungsi sebagai sarana
untuk memenuhi kebutuhan hidup. Islam mengakui hak kepemilikan individu, tetapi pada
saat yang sama memberikan aturan yang ketat agar harta diperoleh dan digunakan secara
benar.

Allah Swt. berfirman: o
Joly @i @Ssal 198G Vs

"Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." (QS. Al-
Bagarah [2]: 188)

Ayat tersebut menjadi dasar larangan terhadap berbagai bentuk praktik ekonomi yang
merugikan orang lain, seperti riba, korupsi, pencurian, penipuan, monopoli, dan manipulasi
pasar. Sebaliknya, Islam mendorong aktivitas ekonomi yang jujur, adil, dan produktif melalui
perdagangan, investasi, zakat, infak, dan wakaf.

Dalam perkembangan ekonomi modern, hifz al-mal menjadi dasar bagi pengembangan
ekonomi syariah, perbankan syariah, fintech syariah, serta perlindungan terhadap aset digital
dan data keuangan masyarakat. Melalui prinsip ini, hukum Islam berupaya menciptakan
sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga memberikan
keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Fajri, 2022).

Kelima tujuan tersebut menjadi indikator utama dalam menentukan apakah suatu
hukum sejalan dengan tujuan syariat atau tidak (Farikhin, 2023).

4. Relevansi Maqasid al-Syari’ah dalam Penetapan Hukum Islam Kontemporer

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah melahirkan berbagai persoalan hukum
baru yang tidak ditemukan secara eksplisit pada masa klasik. Dalam kondisi demikian, zagasid
al-syari‘ah menjadi pendekatan yang sangat relevan karena mampu menghubungkan antara
teks syariat dan kebutuhan masyarakat modern.

Dalam bidang ekonomi syariah, misalnya, #agasid al-syari‘ah digunakan untuk menilai
keabsahan produk keuangan digital, transaksi elektronik, dan fintech syariah berdasarkan
prinsip kemaslahatan dan keadilan. Dalam bidang kesehatan, pendekatan maqgasid digunakan
dalam pembahasan transplantasi organ, vaksinasi, rekayasa genetika, dan teknologi
reproduksi. Sementara dalam bidang teknologi informasi, maqasid al-syari‘ah menjadi dasar
dalam perlindungan data pribadi, keamanan digital, dan etika penggunaan kecerdasan buatan
(artificial intelligence) (Al Layyinah, 2025).
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Dengan demikian, magasid al-syari’ah tidak hanya berfungsi sebagai tujuan hukum
Islam, tetapi juga sebagai metodologi yang mampu menghasilkan hukum yang adaptif,
kontekstual, dan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat. Pendekatan ini menunjukkan
bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menjawab tantangan zaman tanpa
kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan utama syariat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa magasid al-
syari'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang tidak hanya menjelaskan
tujuan di balik ditetapkannya syariat, tetapi juga berfungsi sebagai metodologi dalam proses
penetapan hukum Islam (istinbat al-ahkam). Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan
(maslahah) sebagai otientasi utama dalam menetapkan hukum sehingga setiap ketentuan
syariat senantiasa diarahkan untuk mewujudkan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan umat
serta mencegah terjadinya kemudaratan. Dengan demikian, maqasid al-syari’ah menjadi
pendekatan yang mampu menghubungkan antara ketentuan normatif dalam Al-Qur'an dan
hadis dengan realitas sosial yang terus berkembang.

Landasan wagqasid al-syari’ah bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta praktik ijtihad
para ulama. Hal tersebut tercermin dalam berbagai ayat yang menegaskan bahwa syariat Islam
diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, memberikan kemudahan, serta menjaga
kemaslahatan manusia. Tujuan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima
kebutuhan pokok manusia (a/-darsiriyyat al-kbams), yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz
al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nas), dan harta (hifz al-mal). Selain itu, para ulama
juga mengelompokkan kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yaitu daririyyat, hajiyyat,
dan tahsiniyyat, yang menjadi pedoman dalam menentukan skala prioritas kemaslahatan dalam
penetapan hukum.

Dalam konteks kehidupan modern, magasid al-syari‘ah memiliki relevansi yang sangat
tinggi karena mampu menjadi metodologi dalam menjawab berbagai persoalan hukum
kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Melalui pendekatan ini,
penetapan  hukum tidak hanya berorientasi pada makna tekstual, tetapi juga
mempertimbangkan tujuan, hikmah, dan dampak hukum terhadap kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, magasid al-syari‘ah dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi
syariah, hukum keluarga, kesehatan, teknologi digital, bioetika, dan perkembangan
kecerdasan buatan, sehingga hukum Islam tetap adaptif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip
syariat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa magasid al-syari‘ah bukan sekadar
teori mengenai tujuan hukum Islam, melainkan merupakan metodologi penetapan hukum
yang komprehensif, dinamis, dan kontekstual. Pendekatan ini memberikan ruang bagi para
mujtahid untuk menghasilkan keputusan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman,
namun tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan
perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Oleh sebab itu, penguatan kajian dan
implementasi maqaSid al-syari'ah sangat penting dalam pengembangan hukum Islam agar
mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan kehidupan masyarakat kontemporer
sekaligus menjaga eksistensi syariat sebagai rahmat bagi seluruh alam.

SARAN

Penelitian mengenai magasid al-syari'ah sebagai metodologi penetapan hukum Islam
perlu terus dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam, komprehensif, dan aplikatif,
terutama dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer yang terus
berkembang di bidang ekonomi syariah, hukum keluarga, kesehatan, pendidikan, teknologi
digital, bioetika, serta kecerdasan buatan (artificial intelligence). Peneliti selanjutnya disarankan
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untuk tidak hanya menggunakan pendekatan studi kepustakaan (/brary research), tetapi juga
mengombinasikannya dengan penelitian lapangan (field research) atau studi kasus sehingga
dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi #agasid al-
syari'ah dalam proses penetapan hukum Islam di tengah kehidupan masyarakat. Selain itu,
kajian yang mengintegrasikan maqasid al-syari'ah dengan metode ijtihad, kaidah fikih (a/-gawa'id
al-fighiyyah), dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi perlu terus dikembangkan
guna memperkuat kontribusi hukum Islam dalam menghasilkan keputusan hukum yang
adaptif, kontekstual, berkeadilan, dan tetap berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan
(maslahah) sesuai dengan tujuan utama syariat di tengah dinamika perkembangan zaman.
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